
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 6 T AHUN 2000 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PEMJLIHAN,PENGESAHAN, PELANTIKAN, 
PEMBERHENTIAN SEMENT ARA DAN PEMBERHl!NTIAN .KEPALA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA 

BUPATI SEMARANG, 

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Dac.-ah dan betlakunya .Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengawran Mengemi 
Oesa, maka dipandang perfu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pernilihan, Pei,gesahan, Pelantikan, Pembernentian Sementara 
dan Pernberhentian Kepala Desa ; 

I. Undang-<indang NomOt' 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 67 Tahuo 1958 tentang Perubahan Batas-bata.s 
Wilayah .Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantta Tingkat ll Semarang 
(Lembaran Negara Tamm 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1652) ; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan Daerah ( 
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 3839 ) ; 

4, Undang-<indang Nomor 25 Tabun 1999 teocang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembarain Negara Nomor 3848 ) ; 

5. Perawran Pomeriotah Nomor 16 Tahun 1976 teolang Perluasan 
Kotarnadya Daerah Tinl!kat n Semarang (Lcmbaran N~ Tabuo 1976 
Nomor 25, 'farnbahan Lembaran Negara Nomor 3079) ; 
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6. Peraturan Pemeriow, Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingbt II Salatiga dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tabuo 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500); 

7. Kepurusan Memeri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tenlang 
Pedoman Omum Pengaturan Mengcnai Desa; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tenr.ang 
Pedoman Peml?enrukan Sadan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18 ); 

9. Poraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor S Tahun 2000 tentang 
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19 ); 

Memperbatikan I. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahlm 2000 tentang Manual 
Penyusunan Produk Bukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2000 Nomor 11); 

2. Keputusan Dewan Perwalcilan Rakyat Dacrah Kabupaten Semarang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Poraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kdurabao ; 

Dengan persetujuan 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

Menetaplcan 

MEMUTUSKAN : 

PERATtJRAN DAERAII TENTANG TATA CARA PENCALONAN, 

PEMILIHAN, Pl!NGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN 

SEMENTARA DAN PEMBEIUIENTIAN KEPALA DESA. 

BAB I 

KETENTOAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 

I. Desa adalab kesatuan masyaralcat hukum yang merniliki kewe:aangan uotuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bcrdasarkan asal uwl 
dan adat istiadat setempat yang dialrui dalam Sistem Pernerintahan Nasional dan 
berada di Daerah Kabupaten Semarang. 

2. Sadan Peiwakilan Desa yang sclanjutnya disi.ogkat BPD adalah Sadan 
Pcrwakilan yang tordiri dar.i pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa 
yang be!fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraruran Desa, menampung 



-3· 

dan menyalurl<:an aspirasi masyarakat, serta melalrukan pe,,gawasan terhadap 
penyelenggaraan Pcmerintahan Desa. 

3. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dihentuk BPD yang terdiri dari para 
Anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas memeriksa ldentitas Baka! 
Calon berdasarl<an persyarat:an yang ditentukan, melalrukan rapat per,nmgutan 
suara dan melaporkan pelaksanaan pemiiihan Kepals I>esa 

4, Kepala Desa adalah pejaha:t yang memimpin penyelensgar.w, Pemerintahan 
Desa dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD. 

5. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilalrukan oleh Panitia Pemilihan untuk 
mendapatkan Calon dari warg;, m•syarakat desa setempat, m.elalui seleksi yang 
dilaku.kan baik segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para 
bakalcalon. 

6. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan untuk menclili 
syarat administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal ealon 
untuk tnef!iadi calon yang bea'hak dipilih . 

7. Baka! Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang meodaftarkan diri 
sebagai calon Xepala Desa . 

8, Pemilih adalah penduduk desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk 
menggunakan bak pi1ibnya berdasalbn Peraturan Daerah ini. 

9. Bupati Semarang adalah Kepala Dacrah Kabupaten Semarang. 

I 0. Hale pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap 
pilibannya. 

I I. Calon yang berbak dipilih adalah Baka! Calon Kepala Desa yang tclah 
ditetapkan olch BPD yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah 
IDI. 

12. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak 
dalam Pemilihan Calon Kepala Desa. 

13. Penjabat Kepals Desa adalah pejabat yang menjalankan fungsi, wewenang, 
tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam waklU tertentu. 

BAB II 

PENCALONAN !!)AN PEMILIHAN KEPALA DESA 

Bagjan Kesatu 

Panitia 

• 
' I 
• 
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Pasal 2 

(I) Untuk Pencalonan dan Pernilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia 
.Pemilihan yang tcrdiri dari para anggota BPD dan Pcrangkat Dcsa, yang 
jumlahnya paling banyak 9 (~bilan) orang. 

(2) Panitia Pcmilihan dapat menganglcat Pembantu Panitia yang jumlahnya 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

(3) Dalam bal terdapat anggota Panitia Pernilihan yang telah ditctapkan ada yang 
mcncalonkan atau Lidak dapat menjalankan IUgas sebagaimana mestinya, maka 
keanggotaan pada Panitia Pemilihan digantikan aoggoU1 BPD atau Pei:angkat 
Desa yang laio yang belum terdaflar seb,\gai Panitia Pemilihan atas usu! BPD. 

( 4) Panitia Pei:nilihan benugas : 
a. melalrukan penjaringan dao peoyaringan Baka! Calon Kepala Desa sesuai 

dengan ketentuan yang ad& dalam Peraiw-an Daerab ini ; 
b. meoentukan jadual pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 
c. meoyusun dan me,igajukan Rencana Biaya Pemilihan kepada Kepala Desa 

untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
d. mengadakan pendaftatan pemilih; 
e. me,ietapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Semeotara (DPS); 
f. menetapkan Daftar Pemiho Tetap (DPT); 
g. mclakuk:an pemungutan suara, penghitungan suara dan melaporlran 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD; 
h. membuat Berita Acara Pelaksanaan Perniliban Kepala Desa dan Berita 

Acara Basil Penghitungan Suara ; dan 
t. mcngusulkan pengesahan dan pelantikan Kepala Desa terpilih . 

(5) Panitia Pemililtan dan BPD dalam proses pemilihan Kepala De.a, harus bersikap 
jujur dan adil serta netral . 

Pasal 3 

Panitia Pemilihan melaksanalcan penjaringan dan penyaringllll Baka! Calon Kepala 
Desa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. 

Pasal 4 

(I) Panitia Pemilihao dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari 
pemungutan suara yang telah ditetapkan, meogumumkan kepada ·penduduk 
Desa tentaog taJl88al, hari, tempat dan jam pemungutan suara dilaksanakan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I), berlaku juga sebagai 
undangao. 

Pasal 5 

Panitia Pei:nilihan harus rnempetsiapkan segala sesuatu dengan baik terutarna 
kearnanan, agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan 
selesai pada waktu yang telah ditientukan. 
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Pasal 6 

Dalam bal Panitia Pemilihan dan BPD dalam melaksanakan tugas bertentangan 
dengan ketenruao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (S), yang 
be.-sangkutan dikenak.an sanksi sesuai deogan pe,aturan perundaog-undangan yang 
betlaku. 

Pasal 7 

Dalam rangka memonitor pelaksanaao pemiLihan Kcpala Desa, Bupati Semarang 
membentuk Panitia Monitoring. 

Bagian Kcdua 

Pencalonan 

Pasal 8 

(I) Penjaringan dan penyaringan cal on Kcpala Desa paling singl(at dilaksanakan 
2 (dua) bulan scbelum bcrakhimya masajabatan Kepala Desa. 

(2) Peootapan Waktu dan !ahapan kegjatan penjaringan dan penyaringan ditetapkan 
oleb Panitia Pcmilihan sesuai dengan situasi dan kondisi Dcsa. 

Pa.sal 9 

(1 ) Yang dapat dipilih meaj&di Kepala Desa adalah Penduduk I>esa yang 
bersangkutan, deogan syarat : 
a. bertagwa kepada Tuhan Y aog Maha Esa; 
b. sctia dan taat kcpada Pancasila dan Undang-Undang Da.sar 1945; 
c. bukao bekas aoggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organi.sasi mas:asaoya, atau bukan scorang yang terbbat laogsung 
atau tidak langsung dalam G 30 S / PK.I atau organisasi terlarang lainnya; 

d. berijazah paling rendah Sckolah lanjutan T'mgkat J>ertarna ; 
e. berumur paling rendab 25 (dua puluh lima) Ulhun ; 
f. sehat jasmani dan robani; 
g. berkelakuan baik, jujur dan adil; 
h. tidak sedang daJam proses karena melakukan perl>uatan yang diancam 

dengan pidana penjara ; 
,. tidak pernab dijatuhi pidana penjara, kuruosan dan atau deoda karena 

mclakukan tindak pidana ; 
J. tidak dicabut hak pilihnya berda.sarkan Kcpuiusan Pengadilao T',ngkat 

Pertama ; 
k. meogenal Desanya dan dikenal ma•-yaral<at, serta bertempat tinggal paling 

singkat 2 (dua) tabun terakhir tidak terputus-pu1us, kecuali putra Desa 
seteropat; dan 

I. bersedia dicalonkao meoj'adi Kepala Desa . 
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(2) PNS, TN!, POLRI, Pegawai Swasta atau Perangkat Desa yang mencalonkan 
diri sebagai Kcpala Desa selain harus memtnuhi persayaratan sebagaimana 
tercantum dalarn ayat (l), juga harus memiliki Surat Ketcrangan Persetujuan 
dari Atasannya yang berwenang untuk memberikan ijin. 

(3) PNS yang dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa paling rendah Golongan 
n C dan bagi TNl sena POLRI paling rendah berpangkat Sersan Mayor. 

Pasal 10 

(I) Balcal Calon dan Caloo Kepala Desa dilatang rnernberikan dan atau menjanjikan 
sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung deogan nama atau dalih apapun 
dalarn usaha untuk memenaqgkan dirinya dalam peroiliban. 

(2) Baka! Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti memalsuklln keterangan 
mcngenai dirioya dan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn 
ayat (I), dinyatakan gugur oleh BPD. 

(3) Penetapan gugur oleh Bl'O sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan 
pada basil penelitian yang dilakulcan oleh Panitia Pemiliban. 

Pasal II 

{1) Baka! Calon yang telah memeouhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan 
kepada BPD untuk ditetapka,n sehagai Caloo yang berhak dipilih. 

(2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam ayat {I), diumurnkan 
kepada penduduk Desa 3 (tiga) hari sebelum tanggal pernungutan suara. 

Pasal 12 

{1) Dalarn hal penJanngan dao penyaringan Calon J<epala Desa sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 8 ayat {1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, barus 
disertai alasart-alasan yang jelas dao paling lama 6 (enarn) bulao stjak tanggal 
berakbimya masa jabatan Kepala Desa, harus sudab melaksanakan penjaringan 
dan penyaringao Calon Kepala Desa. 

(2) Penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Desa yang tidal< tepat waktu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dilaksanakan dengan berpedoman pada 

Peraruran Daerah ini. 
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Bagian Ketiga 

Pemillh 

Pasal 13 

Yang dapat didaftar sebagai pemilih daiaJn pemilihan Kcpala Desa adalah penduduk 
Desa, yang : 
a. terdaftar sehagai penduduk Desa sec:ara sah dan bertempat tinggal di Desa 

setempat paling singka1 6 (eoam) bulan dcOlgan tidak terpurus,putus; 
b. telah mencapai umur 17 (tujob betas) tahuo atau pemah nikab atau kawin : 
c. tidak dicabut hale pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai 

kelruatan tetap; dan 
d. tidak sedang menjalani pidan.a ~ atau penjara. 

Pasal 14 

(1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, uotuk dapat didaftar 
oleb Panitia Pemitihan sebagai pemilih wajib meruWwbn diri secara aktif 
kepada Panitia Pemilihan paling lama IS (lima belas) hari kerja sejak tanggal 
pembukaan pendaftaran pemilih olch Panitia Pemilihan . 

(2) HasiJ Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam aya1 (]), ditetapkan 
dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleb Panitia Pemilihan dan 
diumumkan kepada Penduduk Desa paling iaJna 15 (lima belas) hari. 

Pasal IS 

(I) Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), setelah mengalami perbailw) dan atau tambahan 
berdasarkan basil masukan penduduk Desa, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih 
T etap (DPT) olch Panitia 'Pemilihan dengan Berita Acara yang diketahui dan 
ditandatangani para calon Kepala Desa. · 

(2) Oaftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat ( J) diumumkan 
kepada penduduk Desa, 5 (lima) hari sebelum waJctu pemungutan suara. 

Pasal 16 

Pemilih yang terbukti menggunakan hak pilih orang lain dan atau menggunakan hak 
pilih lebih dari J ( satu) kali, maka : 

a. dalam bat terbukti sebelum atau setelah Derita Acara Hasil Pemungutan Suara 
dan Pcrhitungan Suara ditanda tangani, maka bak pilihnya dinyatakan sah dan 
tidak membatalkan rangkaian proses pemilihan Kepala Desa ; 

b. kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peratunm peruodang
undangan yang bedaku . 

-----..... . .......... 
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Bagian Keempat 

Pemilihan 

Pasal 17 

(I) Pe!aksanaan kampanye Caton Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum 
pemungutan suara, dcngan alokasi walcru dan materi kampanye sebagai berilrut : 

a. hari pertama, penyampaian visi dan misi Pembangunan Desa di depan .BPD, 
Perangkat Desa, Pemuka Masyarakat dan Lembaga Kernasayarakalan yang 
ada di Desa; 

b. hari Kedua, kampanye calon Kepala Desa. 

(2) Tata tertib pelalcsanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) huruf a 
dan b, ditentukan lcbih lanjut olelt Panitia Pemiliban. 

(3) Pada saat pelaksanaan pcmu.ngutan suara, Tempat Pemungutan Suara sampai 
dCJ\San radius I 00 (seratus) meter hams hersih dari alat peraga launpanyc .. 

(4) Pembersihan alat peraga kampanye dilakukan olelt Panitia Pemilihan dengan 
melibatkan BPD dan Perangkal Desa. 

Pasal 18 

Asas Pernilihan Kepala Desa acdalah Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan 
Rahasia. 

Pasal 19 

Sehelum mclaksanakan pcmu11gu1an suan, Panitia Pcmilihan membuka rapat 
pemilihan dan memberilcan peojclasan lata lerti'b pcmilihan Kepala Desa serta 
mcmpcrlihatkan kepada pemilih dan Calon Kepala Desa, bahwa kotak suara dalam 
keadaan kosong dan menutup keinbali dengan disegel. 

Pasal 20 

Sctiap Calon Kepala Desa agar mcnyiapkan 2 ( dua) orang saksi unluk mcmbantu 
mengawasi pelaksanaan pemunguran dan pengbilul\880 suara. 

Pasal 21 

(I} Pelaksananaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 
jam 14.00 Wib, bagi pemilih yang telah mendaftatkan diri dan hadir sebelumjam 
14.00 WIB belwn mengguna.kan hak pilihnya, maka kepada yang bersanglrutan 
letap dilayani unrulc menggunakan hak pilihnya. 

(2) Peoggunaan hak pilih lidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun. 
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(3) Dalam bal terdapat Pemilih yang kondisi lisiknya tidak memungkinkan dapat 
berjalan seodiri ke Tempat J?emungutan Suara, didampingi salah saru anggo<a 
Panitia Pemilihan clan semua saksi. 

Pasal 22 

Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai, pada saat itu juga dilanjutkan dengan 
_pengbitungan suara. 

Pasal 23 

(I) Pada saat pemungvtan suara sampai dengan penghitungan suara semua anggota 
Panitia Pemilihan clan Calon Kepala Desa sena saksi harus tetap berada di 
tempat yang sudah ditentukan dalam area tempal pemungutan suara hinua 
penandatanganan Derita Aca:ra ffasil Penghltungan Suara. 

(2) Penandatanganan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, dilakukan oleh scmua 
anuota Panitia Pemiliban, Calon Kepala Desa clan Saksi. 

(3) Dalam ha! terdapat anggota Panitia Pcmilihan, Calon Kepala Desa clan atau 
saksi yang tidak bersedia meoandatangani Berita Acara Hasil Pcnghitungan 
Suara tanpa alas an yang dapat dipemmggungjawabkan, maka kepada yang 
befsanglrutan dapat dikenakan san.ksi scsuai peraturan perundang-uodangan 
yang berlaku dan Berita Acara l:lasil Penghitungan Suara tcrsebul tetap berlaku 
sebagaimana mcstinya. 

( 4) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang meoioggalkan tempat pemungutan 
suara sebelwn penandatanga,nan Berita Acara Hasil Peoghltungan Suara, maka 
Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan. 

Pasal 24 

Rapa! pernilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk 
meuggunakan hak pilihnya paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yaog 
telah ditetapkan dalarn Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

Pasal 2S 

(I) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah Calon Kepala Desa yang 
memperoleb jwnlah suara terbanyak. 

(2) Dalam bal Calon Kepala Desa hanya terdapat I (satu) orang calon, maka Calon 
Kepala Dcsa tersebut dapat dikatakan sah te,pilih, apabila perolehan suaranya 
paling sedikit ½ (setengah) ditambah I (satu) dari jumlah pemilib yang 
meoggunakan hak pilihnya. 

Pasal 26 

Pcnnasalahan yang muncul dalam proses pemilihan Kcpala Desa wajib diselesaikan 
pada bari pennasalahan tersebut munctd, oleb Panitia Pemiliban dan BPD. 
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&gian Kelima 

Pemilihan Ulang 

Pasal 27 

Pemilihan Kcpala Desa diulang olch Panitia Pemilihan, apabila : 
a_ jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihoya lidak memenuhl 

ketentuan sebagaimana dirnabud dalam Pasal 24 ; 
b. terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang memperoleh suara 

terbanyak dengao jumlah Ylll\8 sama ; atau 
c. caloo Kepala Desa haoya I (:satu ) orang yang jumlah perolehan suaranya tidak 

mernenuhi k.eteotuan sebagaimana dimaksud daJarn Pasal 25 ayat (2). 

Pasal 28 

(1) Dalam haJ Panitia Pemilihan tidak menentukan lain, maka Pemilihao {Jiang 
dilaksanakan pada hari itu iul!I'• 

(2) Pemilihan Ulang dinyatalrao sah, apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan 
hak pilihnya paling sedikit ½ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah 
ditetapkan dalarn Daftar Pernilih Tetap (DPT). 

(3) Telcnis Pelaksanaan 'Pemiliham Ulang diatur oleh Panitia Pemilihan. 

Pasal 29 

( I ) Apabila setelah dilaksanakan pemilihan ulang I ( satu) kali, belum menghasilkan 
_Calon Kepala Desa terpilih, maka keputusan akhir ada pada BPD. 

(2) Keputusao akhir BPD, mengikat semua peoduduk Desa tennasuk Calon Kcpala 
Desa. 

Bagian Keenarn 

Pembiayaan 

Pasal30 

(I) Biaya Pemilihan Kepala iDesa, disamping dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desai, juga dapat be,asaJ dari : 
._ Sumbangan Caloo Kepalai Desa ; 
b. Swadaya masyarakat ; dan atau 
c, Sumbangan-sumbangan lain yang sah. 

(2) Sumbangan dan ata,u swadaya masyaralcat sebagaimana dimaksud dalarn ayat 
(I) hurufa sampai dengan hurufc, sifatnya tidak mengikat. 

(3) Biaya pemilihan sebagaimaoa dimaksud daJarn ayat (1), diperguoakan uotuk : 
a. pengadun sarana dan prasarana pemi!iban, sep..-ti : Uodangan, Kertas 

Suara, Kotak Suara, Bilik Suara ; 
b. honor Panitia Pemiliban ; 



• 

• 

c. biaya rapat ; 
d. biaya pelantikan ; 
e. biaya keamanan ; dan 
e. biaya Jain-Jain. 

- II -

(4) Pert11IJ88Ungjawaban penggunaan biaya pemilihan disampaikan oleh Panitia 
Pemiliban kepada Kepala Desa dalam jangka waktu paling Ja:ma I 5 Qima belas) 
hari setelab tanggal pelantikan Kepala Desa T erpilih. 

BAB ID 

PENGESAHAN 

Pasal 31 

( !) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dalam Keputusan BPD berdasarkan 
Borita Acara HasiJ Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara dari Panitia 
Pemilihan dan diusulkan oleh BPD kepada Bupati Semarang untuk diterbitkan 
Keputusan Bupati Semarang tentang Pengosahan Kepala Desa Terpilih. 

(2) Keputusan Bupati Semarang tentang Pengesaban Kepala Desa Terpilib haros 
sudah diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
diterimanya usuJ BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). 

(3) Bupati Semarang dalam jangka waktu paling Jama 14 (empat belas) hari sejak 
tanggal Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sudab harus melantik 
Caloi> Kcpala Desa Terpilib. 

BABIV 

PELANTJKAN 

Pasal 32 

(J) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan Sumpab / Janji dan 
dilantik menurut agamanya oleh Bupati Sa:narang atau Pejabat lain yang 
ditunjuk, 

(2) Susunan kara-kata Sumpah / Janji Kepala Desa sel"lgairoan;a rlimaksud dalam 
ayat (I), adalah scbagai bcrikut : 
'Demi Allah (Tuhan), saya b<'tSumpab / berjanji bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban saya selaku Kepala Desa deogan scbaik-baiknya, sajujur-jujumya, dan 
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamallcan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
kon.stitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 
De.,a, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia" . 
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Pasal 33 

Tempa1 Pclanlikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkulan atau 
lcmpat lain yang di1unjuk Bupali Semarang. 

Pasal 34 

Setelah acara pelantikan selesai. saat iru juga d:tlaksanakan serah terima jabatan. 

Pasal 35 

Sebelum dilanlik Kepala Desa yang berasal dari PNS, TN! atau POLRI barns 
menguodurkan diri dari Slatu""ya sebagai PNS, TN! atau POLRL 

BABY 

MASAJABATAN 

Pasal 36 

(1) Kepala Desa mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun sejak 1anggal Pelantikan 
dan dapat dipilih kembali unruk sekali masa jabalan berikutt1ya atau paling lama 
2 (dua) kali masa jabalan secara berturut-ruruL 

(2) Kepala Desa sebagaimana wmaksud dalarn ayat (I), dapal mencalonkan a1au 
dicalonlam kernbali setelah selang 1 (:;alU) periode ma:;a jabal~ 

BAB VJ 

LARANOAN 

Pasal 37 

Kepala Desa dilarang : 
a. mela.lrukan hal-hal yang dapat menurunkao martabal atau kehormaton 

Pemerintah Desa ; 
b. menyalabguoakon wewenang ; 
c. bekerja pada lostansi Pemeri:ntah ; 
d. mcrnbocorkan rahasia oegara yang sifamya harus diraha.siakan; 
e. melakukan ketjasama bersama orang lain di dalam maupuo di lingkw,gan 

kerjanya, deogan rujuao untuk kepentingan pribadi dan atau goloogan yang 
sccara langsuog maupuo tidak langsuog merugilcao Desa, Daerah Kabupalen 
Semarang dan alau Negl!fa ; 

f. menerima hadiah atau suatu pcmberian b<:n,pa apa saja dari ,;apapun juga yang 
diketahui alau paM dapat diduga, bahwa pemberian ilU bersangkutao dengan 
jabatan sebagai Kepala Desa ; 
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g. meninggalkan pekerjaan dinas selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa 
scijin BPO ; 

h. mclakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun jug11 dalam melalcsanakan 
tugasnya untuk kepentingan pribadi dan atau golol188D ; dan 

,. menjadi pengurus Panai Politik dan atau membantu kegiatan Panai Polirik 
tertentu. 

BAB VU 

PERTANGGUN'OJAWABAN KEPALAOESA 

Pasal 38 

(I) J<epala Oesa memimpin penyelengg;m,an Pemerintahan Oesa berdasarl<an 
kebijakan yang ditetapkan be.rsama BPO . 

(2) OaJam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Oesa bertanggungjawab 
kepada rakyat melalui BPO dan menyampaikan laporan penanggungjawaban 
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupari Semarang dengan tembusan 
kepadaCamat , 

(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan lugl!S Kepala Desa sebagaimana tercantum 
dalam ayat (2), disampaikan paling smgkat I (satu) kali daJam I (satu) tahun 
pada setiap akhir tabun anggaran . 

Pasal 39 

(l) .Kepala Oesa yang ditolak pertanggungjawabannya, baik pertanggunsjawaban 
kebijakan pemerintahan, pembanguoan maupun pertanggungjawaban kcuangan, 
barns melengkapi dan atau menyempumakannya dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. 

(2) Kepala Desa yang sudah metengkapi dan atau menyempumakan 
pCJUnggungjawabannya, menyampail<an kembali kepada BPO. 

(3) Bagi Kepala Oesa yang pemnggungjawabannya ditolak, untuk ke 2 ( dua) 
kalinya, BPO dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati Semarang. 

Pasal 40 

(I) BPD memberitahukan kepada Kepala Oesa mengenai akan berakhimya masa 
jabatan Kepala Oesa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa 
jabataa 

(2) 3 (tiga) bulan sebelum berakbir masa jabalan, Kepala Oesa menyampaikan 
pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD. 

(3) Dalam hal pertanggungjawaban ditolak, berlaku pula ketentuan Pasal 39. 
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BAB VW. 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALADESA 

Pasal 41 

(I) BPD dapat mengu.sulkan pembementian sementara Kepala Desa kepada Bupati 
Semarang, apabila Kepala Desa yang betsanglcutan dituduh melakukan suatu 
tindak pidaoa kejahatan dan masih dalam proses peradilan. 

(2) Apabila dalaJn jangle, waktu kurang dari 9 (sembilan) bulan, Kepala Desa 
sebagaimana tercantum daJ.:am ayat (I) terbukti tidal< bersalah, maka BPD 
mengusulkan pencabutan pembementian scmentara dan pengukuhan yang 
bersangkutan sebagai Kepala Desa kepada Bupati Semarang dcngan tembusan 
Camat. 

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama I (satu) tahun, belum ada Keputusan 
Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, maka Kepala Desa scbagaimana 
tercantum dalaJn ayat (I) dialctiJkan kembali oleh Bupati Semarang atas usu! 
BPD. 

Pasal 42 

(1) DalaJn hal Kepala Dcsa melakukan perbuaian tercela yang bukan merupakan 
tindak pidana kejahatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara bettahap, yaitu: 

a. tegoran penama secara lisan dari BPD yang disampaikan langsung kepada 
Kepala Desa yang bersangkutan dalam rapat yang diadakan khusus untuk 
itu; 

b. tegoran kedua socara tertulis dari BPD, yang disampaikan secara langsung 
kepada Kepala Desa den,gan lllnda terima yang diloogkapi tanggal, hari dan 
jam penerimaannya dengan tembusan Bupati Semarang dan Camat ; 

c. tegoran ketiga secara tenulis dari BPD, yang disampaikan secara langsung 
kepada Kepala Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan 
jam penerimaannya dens-,, tembusan Bupati Semarang dan Camat scrta 
diumumkan kepada masyarakat Desa setempat 

(2) Jangle, waktu antara tegoran perrama,kedua dan ketiga masing-masing selama 
I (satu) bulan. 

(3) Apal,ila tegoran-tegoran sebagaimaoa tercantum dalam ayat (I) tidak: 
diperbatikan dan lidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang bersangkutan, 
maka BPD dapat mengusullcan pemberhentiannya kepada Bupati Semarang. 
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Pasal 43 

Kepala Desa diberhentikan olch Bupati Semarang alas usu! BPD karena : 
a. meninggal dunia ; 
b. mengajukan permintaan sendliri ; 
c. berakhir masa jabatannya dao telah dilantik Kepala Desa yang baru ; 
d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ; 
e. melanggar sumpah atau janji sebagai Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 32 ayat (2); 
f. tindal<an-tindakan yang mengl,ilangkan kepercayaan penduduk Desa temadap 

kepemimpinannya sebagai Kepala Desa ; 
g. mclanggar salah satu larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ; dan 

atau 
h. sebal>-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perondang

undaogan. 

BAB IX 

PENJABAT KEPALA DE.SA 

Pasal 44 

Dalam bal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, 1naka BPD 
meneiapkan Penjabat Kepala Desa. 

Pasal 45 

(I) Penjabat Kepala Desa diangk:at dari Pcrangkat Desa. 

(2) Masa jabatan Pcnjabal Kepala Desa paling lama I (satu) tahun sejak tanggal 
pengangkatan. 

(3) Hak Penjabat.KepalaDesa d.iatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. 

BAB X 

TINDAKAN PENYIDIKAN 

Pasal 46 

( I ) Tindakan penyidikan terhadaj, Kepala Desa dapat dilaksanakan aras persetujuan 
tenulis Bupati Semarang kecuali jika yang bersanglrutan tertangkap tangan 
mclakukan tindak pidana kejahatan. 

(2) Dal.am bal Kepala l>esa tertangkap taogan melakukan tindak pidana 
sebagaimana tercantum dalam ayat ( J), maka dalam jangka walml paling lama 2 
X 24 jam diberitahukan &ecara tertulis kepada Bupati Semarang dengan 
tembusan Caniat. 
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BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi 
kesempatan untuk melengkapi masa jabaW> selama 8 (delapan) tahun terhitung 
sejak yang bcrsangkutan dilantik sellagai Kepala Desa. 

BAB XJ1 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 48 

Peraturan Daerah ini mulai berWru sejak tang¢ diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang, 

Ditetapkan di Ungaran 
Pada tanggal 10 - 10 • "ooo 

G, 

NO, 

, 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAfl KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 6 TAHUN 2000 

TENTANG 
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN 
PEMBERHENTIAN SEMENT ARA DAN PEMllERHENTIAN KEPALA DBSA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

1. UMUM. 
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan ''Peogaturan lebih Janjut 
mengenai Desa ditetapkan <Warn Pcraturan Daerah Kabupaten , scsuai dengan Pedoman 
umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini", maka keluatlah 
Kepotusan Menteri Dal3ln Negeri Nomor 64 Tabun 1999 rentang Pedoman UtnUJJl 
Pengaturan mengenai Desa. 

Salah saru Peraturan Daerah Ka'bupaten Semarang dalain rangka melaksanakan 
kete,ituan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Kepotusan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 64 Taboo 1999 rersebut di alas adalah Pcraturan Daerah J<abupateo Semarang 
teotang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Peogesahan, Pelanlikan, Pemberhentian Semontara 
dan Pernbel'bentian Kepala Desa. 

11, PASAL DBM.I PASAL 

Pasal I 

CUkupjelas 

Pasal 2 

Ayat (I) 

Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat(3) 

Cukupjelas 

• 
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Ayat(4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Dituangkan dalam KeputUsan Bupati Semarang, yang didalamnya tercantum susunan 
anggota, tugas dan tanggungjawab Panitia Monitoring. 

Pasal 8 

Cukup jelas 

.Pasal 9 

Huruf a 

Culrup jelas 

Huruf b 

Ditua.ogkan dalam Surat Pemyataan tidak pemab melalrukan tindakan auw mengajukan 
pemyataan yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 194S 
sebagaimana ya.og dirumuskan dalain Pembukaan Unda.og-Unda.og Dasar 194S. 

Huruf c 

Dituangkan dalam Surat Peroyataan 
Yang dimaksud dengan "terlibat langsung dalam G 30 Sf PK.I" adalah : 
I). Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya 

perencanaan G 30 SIPKI, telapi tidak melaporJcan kepada pejabat yang berwajib ; 
2). Mereka yang dengan kesadaran :akan tujuannya melalrukan kegiatan-kegiatan dalam 

pelaksanaan G 30 SIPKI tersebut. 
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Yang dimaksud " terlibat tidak Jangsung dalam G 30/S PK!" adalah : 
I). Mereka yang menunjukan sikap, bail< dalam perbuatan maupun ucapan-ucapan, 

yang bersililt menyerujui G 30 SIP.Kl ; 
2). Mereka yang secara sadar meounjukan silcap, baik dalarn pa'buatan atau dalarn 

ucapan. yang menentang usaha penumpasan G 30 SIP.Kl. 

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam Pasal ini ialah organisasi-organisasi 
yang tegas-tegas dinyatakan tetlaraog dengan peraturan perundang-undangan. 
Ketentuan-ketentuan ini tidak bedaku bagi mereka yang berdasarkan peraturan 
perundang-widangan telah meodapat amnesti atau abolisi atau grasi. 

Huruf d 

Dibulctikan dengan fotocopy ijasah. 

Huruf e 

Dibuktikan dengan foto copy Akte Kelahiran atau surat kenal lahir yang telah diligalisir 
olch Kaotor Catalan Sipil Kabupaten Semarang . 

HuNf f 

Yang dimaksud deugan sebat jasmani dan rohani adaJab disarnping Panca indra 
semuanya besfungsi baik. juga tidak rnenderita S<Jau penyalcit yang meng11kiba1kan yang 
betsanglrutan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya, yang kesernuanya iru 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang. 

Huruf g 

Berkelakuan baik diperlukan SKKB yang diterbitkan oleb POLRJ. 

Huruf h 

Proses di sini adalah proses peradilan yang ada di Kepolisian, Kejaksaan atau 
Pengadilan. 
Surat Keterangan tidak sedang dalam proses dari Kepolisian, Kejaksaan atau 
Pengadilan banya dipcrlukan dalam bal ada keraguan dari Panitia Pemilihan bahwa yang 
bersangkutan sedang dalam pro-ses atau tidak. 

Huruf i 

Tindak Pidana di sini maksudnya adalah : 
a. tindak pidana kejahatan sehagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ; dan atau 

b. tindak pidana pelanggaran sebagairnana di.maksud dalam Kitab Undang-undang 
Hukurn Pidana. 
Dibuktikan dengan Surat keterai,gan dari Pengadilan Tinglrat Pertama. 
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Huruf j 

Dibuktikan dengan Surat .Keterangan dari Pengadilan Tmgkat Pertama. 

Huruf k 

Mengenal Desanya maksudnya a&lab meogerti situasi dan kondisi Desanya serta 
segala sesuatu yang ada di Desanya tc:cmasuk batas-batas Desanya. 
Masyarakat maksudnya arlalah masyarakat Desa yang bersanglrutan. Bertempat tioggal 
terakhir paling singl<at 2 (dua) tahun tidak terputus-putus maksudnya adalah 2 (dua) 
tahun sebelum pelaksanaao Pemilihan .Kepala Desa, yang bersangkutao telah bertempat 
tinggal diDesanya dan selama 2 (dua) tahun tersebut yang bersangkutan tidak pemah 
bertempat tinggal di luar Desanya. 
J>utra Desa maksudnya adalab : 
a. asli kelahiran Desa setempat dan pemah tercatat sebagai penduduk Desa setempat 
b . . Pemah bertempat tinggal paling singkat 2 (dua) tabun tidak terputus-putus. 

Huruf I 

Dituangkan dalam Surat Pcroyaraam. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Melampirt<an foto copy Surat Keputusan Pangkat. terakhir. 

Pasal 10 

Cukupje!as 

Pasal 11 

Ayat (I) 

Penetapan BPD dituangkan dalam Keputusan BPD. 

Ayat (2) 

Pengumuman diWcsanakan oleh Panitia Pernilibao dalam bentuk tabulasi yang terbagi 
dalam lima kolom, dengan perincian : 
a. Kolom I mcmuat Nomor Urut Calon Kepala Desa ; 
b. Kolom 2 memuat Nama Calon Kepala Desa ; 
c. Kolom 3 memuat Alamat Calon Kepala Desa ( sesuai alamat yang rercantum dalam 

Kartu Tanda Pcnduduk) ; 
d. Kolom 4 memuat foto Calon Kepala Desa ukuran 4 X 6 ; dan 
e. Kolom 5 memuat Tanda Tangan Caton Kepala Desa. 
Pengumuman tersebut ditempel di Balai desa dan atau tempar lain yang ditentukan 
oleb Panitia Pemilihan. 
Telmis penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemiliban. 

• 
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Pasal 12 

Ayat (I) 

Alasan-alasan yang jelas disampaikan oleh Pani1ia Pemilihan kepada BPD secara 
tertulis, de,,gan tembusan Carnal dan Bupati Semanuis. 
Untuk menghindari kekosongan dalam penyelenggaraan Peroerintahan Desa, Kepala 
Desa yang tclah berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugaseya sebagai 
Kepala Desa sampai dengan dilantikllya Kepala Deoa yang baru. 

AyaJ (2) 

Cukupjela.s. 

Pasal 13 

Huruf a 

Dibuktikan dengan Foto copy KTP atau surat Keterangan dari Kerua RT yang diketahui 
Ketua RW dan Kepala Deoa. 

l!urufb 

Oibuktilcan dengan futo copy : 
a. KTP; auiu 
b. Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleb Kepala Kantor catatan 

Sipil • 
.Bagi yang pemah menikah atau kawin dibuktikan dengan Surat Nikah aJau Aleta 
Perkawinan. 

Huruf c 

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negcri Setempat. 

Hurufd 

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Setempat. 

Pasal 14 

Ayal (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengumuman DPS di 1empel di Balai Desa dan a1au tempaJ lain yang ditenlUkan oleh 
Panitia Pcmilihan. 
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Pasal 15 

DPT yang diwnumlcan ok:h Panitia Pemilihan tidak dapat berubah, oleb kareoia itu pada 
wa1ctu DPS diunwmlcan Penduduk Desa wajio alctif mernberikan masukan kepada Panitia 
Pcmilihan. Pengumuman DPT di tempei di Balai Desa dan atau tempat lain yang 
ditentulcan oleh Panitia Pemilihan. 

Pasal 16 

Huruf a 

Cukup jefas. 

Huruf b 

Yang bersaoglrutan disini adalah Pemillh dan atau Panitia Pemilihan. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

fiuruf a 

Penyampain visi dan misi dimulai jam 08.00 WIB. Sampai deogan selesai. Semua Calon 
Kepala Desa menyampailcan visi dan misinya. Tempat peoyampaian vi.si dan misi 
ditentukan oleh Panitia Pemiliban. 

Auruf b 

Pelaksanaan kampante dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 22 .. 00 WIB. Calon Kepala 
desa dalam melaksanakan kampanye, dapat menggunakan alat peraga Yln8 menonjolkan 
visi dan misi serta Nomnr urut Calon Kepala Desa. 
Disamping bal tersebut diatas, didalam melaksanakan kampanye aniar Calon Kepala 
Desa dan pendukung barus saling men;ghormati, tidak sating tnel\lgikan. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Ayat (3) 

Culrup jelas 

Ayat (4) 

Cukupjelas 
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Pasal 18 

Jujur 
Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan 
Pemilih serta semua pibak yang terlibat, barus betsikap dan bertindak jujur sesuai dengllll 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adil 
Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dcsa , setiap pemilih dan calon Kepala Desa 
meodapat pedalcuan yang sama serta beba., dari kecurangan pibak manapun. 

Langsung 
Pemilih mempunyai hake untuk secara langsung m<mbcrikan suaranya sesuai dengan 
kehendak hati nuraninya, tanpa peranta:ra. 

Umum 
Pada dasarnya semua penduduk Desa yang meme,,uhi persyaratan, berhak ikut memilih 
dalam pemilihan Kepala Desa. Pendudllk dcsa yang memenuhi persyaratan berhak di pilih 
menjadi Kepala Desa. 
Umum mel\gandung makna menjamin kcsempatan yang sama yang berlaku menyeluruh 
bagi semua penduduk Dess yang memenuhi pe,syaratan tanpa diskriminasi (pengecualian) 
betdasar acuan suku, agama, ras, goloogan, jems kelamin dan status sosial. 

13<,bas 
Seriap penduduk Desa yang berhak manilih, bebas meoentul<an pilihannya tanpa tckanan 
dan paksaan dari siapapun. Di dalaro melaksanakan haknya, setiap penduduk Desa dijamin 
keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani: 

Rahasia 
Dalaro memberikan suaranya, pemilih dijamin babwa pilihannya tidak akan diketahui oleh 
pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 
dengan tidak dapat diketahui oleh Or8118 lain kepada siapa suaranya diberikan. Kerahasiaan 
ini tidak bedaku lagi hagi Pemilih yang telah keluar dari tempat peonmgutan suara dan 
secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihanoya kepada pihak manapun. 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cu.kupjelas 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 



• 
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Ayat (3) 

Koodisi 6sik tidak memungldnkan malcsudnya disini adalah pemilih lanjut usia atau runa 
netra atau sebab lain dan yang bersanglrutan te!ah ditmpkan dalam DPT dan hadir 
ditcmpat Pemungutan Suara. 
Penggunaan bale pilib tetap dilaksauakan sendiri oleh yang bctsanglcutan. 

Pasal 22 

Cukupjelas 

Pasal 23 

Ayat (1 ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Penandatanganan termasulc di dalamnya cap jempol dalam hal yang bersanglcutan tidak 
dapat tanda tang;,n. 

Ayat (3) 

Yang borsangkutan maksudnya adalah yang tidalc bersedi.a menandatanga.ni Berita 
Acara Hasil Penghitung;,n Suara tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Pasal 25 

Cukup jelas 

Pasal 26 

Cukup Je!as 

Pasal 27 

Huruf a 

Cukup jelas 
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Hwuf b 

Yang mengikuti pemilihan ulang hanya Cal on Kepala Desa yang memperoleh suara 
terbanyalc deogau jumlah yang sama. 

Huruf C 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jela.s. 

Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup je!as 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Pengesahao yang dilaksanakan oleh Bupati Semarang banya bersifat Pengukuhan, 
tidak merubah atau membatalkan ha.sil pcmilihan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasal 34 

Serah terima jabatan menjadi salah saru Acara dalam rangkaian Acara Pelantikan 
atau dengan perlcataan lain serah terima jabatan tidak dilaksanakan dalam acara 

. tersendiri yang terlepas dari acara. pelantikatl. 
Serah tori.ma jabata/1 oialcsudnya adalah serah terima jabatan antara Kepala Desa 
yang lama dengan Kepala Desa yang baru. 



Pasal 35 

Cukup jelas, 

_pasaJ 36 

Culrup jelas, 

Pasal37 

Culrup jelas. 

Pasal 38 

Ayat (l) 

Culrup jelas. 

Ayat (2) 
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Pertanggungjawaban Kepala Desa ini disampaikan langsung kepada BPD setiap 
akhir tahun anggaran. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas 

Pasal 40 

Culrup jelas 

Pasal 41 

Cukupjelas 

Pasal 42 

Cukupjelas 

Pasal 43 

Cukup jelas 

Pasal 44 

Cukup jelas 
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Pasal 45 

Cldrup Jelas 

Pasal 46 

Cldrup jelas 

Pasal 47 

Cukupjelas 

Pasal 48 

Culwp jelas 
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